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BT, 01

PERENCANAAN PENBANGUNAN & LITBANG

STAKEHOLDERS PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KOTA BATAM LEVEL 1

BTM. 01.1

Perencanaan

1. Bappenas Rl

2. Kementerian KL terkait
3. Bappelitbang Provinsi
Kepri

4. Asosiasi

Perencana/Arsitektur/
Rancang Bangun

5. Aplikator dan Pelaku
usaha dibidang
Perencanaan/ Arsitektur
dan Rancang Bangun

6. OPD Terkait

BTM. 01.2
Penelitian dan
Pengembangan

1. Kemenristek & Dikti
2. LIPI, Kementerian KL
terkait

3. Bappelitbang Provinsi
Kepri

4. Asosiasi Perguruan
Tinggi/SMK Kejuruan
5. Aplikator dan Pelaku
usaha dibidang
Penelitian/HAKI

6. OPD Terkait

BTM. 01.3

Pengawasan dan Evaluasi

1. Kemendagri & Kemen
PAN RB

2. KPK RI, BPK Rl dan BPKP
Rl & Kementerian KL terkait
3. Inspektorat Provinsi Kepri
4. Asosiasi Media, LSM,
Ormas

5. Aplikator dan Pelaku
usaha dibidang Pengawas
Pembangunan

6. OPD Terkait




BAPPENAS

KECAMATAN /
KELURAHAN

KEMENTERIAN &
LEMBAGA TERKAIT

LEMBAGA
KEMASYARAKATAN

BAPPELITBANG
PROVINSI KEPRI

BTM.01.1
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN &
LITBANG

ASSOSIASI PERENCANA /
ARSITEKTUR /RANCANG
BANGUN

OPD TERKAIT BIDANG
PROGRAM

INSTANSI VERTIKAL
TERKAIT

APLIKATOR DAN PELAKU
USAHA PERENCANA



BTN, 02

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

BTM. 02.1

Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Kementerian Keuangan Rl
2. Ditien Keuangan Daerah

3. BPKD Provinsi Kepri

4. Asosiasi Perbankan,
Lembaga Keuangan Mikro

9. Aplikator dan Pelaku usaha
dibidang Pengelolaan
Keuangan

6. PD Terkait

STAKEHOLDERS PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KOTA BATAM LEVEL 1

BTM. 02.2

Pengelolaan Aset

1. Kemendagri RI

2. KPK RI, BPK Rl dan BPKP
3. Asosiasi Pengelola Aset
dan Pelaku Usaha
Pemeliharaan Aset

4. Aplikator dan Pelaku usaha
dibidang Pengelolaan
Keuangan

5. PD Terkait




BTM. 03

PENGELOLAAN SDM APARATUR

BTM. 03.1

Manajemen SDM Aparatur

1. Kementerian PAN RB RI, BKN R

2. Kemendagri Rl

3. LANRI

4. Asosiasi Penyelenggara Diklat
Pemerintahan dan Swasta

9. Aplikator dan Pelaku usaha dibidang
MSDM

6. PD Terkait

STAKEHOLDERS PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KOTA BATAM LEVEL 1

BTM. 03.2

Pengembangan SDM Aparatur

1. Kementerian PAN RB RI, BKN R

2. Kemendagri Rl

3. LANRI

4. Asosiasi Penyelenggara Diklat
Pemerintahan dan Swasta

5. Aplikator dan Pelaku usaha dibidang
MSDM

6. Perguruan Tinggi

/. PD Terkait
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Manajemen Pengawasan dan Pengelolaan Akuntahilitas

BTM. 04.1
Perencanaan
Pengawasan

1. Itien Kemendagri Rl
2. BPKRI, BPKP dan
KPKRI

3. BPK Kepri dan
BPKP Kepri

4. Lembaga Swadaya
Masyarakat, Media

5. Aplikator dan Pelaku
usaha dibidang
Manajemen
Pengawasan

6. PD Terkait

BTM. 04.2
Pelaksanaan
Pengawasan Intern

1. ltjen Kemendagri Rl
2. BPK RI, BPKP dan
KPKRI

3. BPK Kepri dan
BPKP Kepri

4. Auditor Inspektorat
Daerah

5. Aplikator / Pengelola
Lapboratorium
dibidang Manajemen
Mutu

6. PD Terkait

BTM. 04.3
Penyusunan Laporan
Hasil Pengawasan

1. Kementerian PAN
RB RI

2. Itien Kemendagri R
3. Inspektorat Provinsi
Kepri

4. Penyelenggaran
Bimtek Penyusunan
Laporan

5. Aplikator dan
Pengelola
Laboratorium Forensik
6. PD Terkait

BTM. 04.4

Penyelenggaraan Sistem

Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Daerah

1. Kementerian PAN
RBRI

2. Ditjen Otda
Kemendagri RI

3. BPKRI

4. Asosiasi
Penyelenggara Diklat
Akuntabilitas
Pemerintahan

9. Aplikator dan Pelaku
usaha dibidang
Akuntabilitas

6. PD Terkait
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PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN

BTM. 05.1
Peningkatan Akses Pendidikan

1. Kemendikbud , Kemenkeu dan Kemen PUPR
2. Disdik Provinsi Kepri

3. PGRI dan Asosiasi Penyelenggaran Pendidikan
Negeri & Swasta

4. Pengelola Yayasan Pendidikan & Dewan
Pendidikan

9. Komite Sekolah dan Lembaga Pemberdayaan
Pendidikan

6. Aplikator dan Pelaku usaha dibidang
Pembangunan Sarana Pendidikan

7. HIMPAUDI dan Penyelenggaran PAUD

8. PD Terkait lainnya

STAKEHOLDERS PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KOTA BATAM LEVEL 1

BTM. 05.2
Peningkatan Kualitas Pendidikan

1. Kemendikbud dan Kemenristek Dikti
2. Pengelola Perpustakaan dan
Penerbit Buku

3. Asosiasi Penyelenggara Diklat
Kependidikanan

4. Pengawas Sekolah Negeri dan
Swasta

5. Aplikator dan Pelaku usaha dibidang
Manajemen Mutu Pendidikan

6. PD Terkait lainnya
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PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS KESEHATAN

BTM. 06.1
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan yang Bermutu dan
Terjangkau

1. Kemenkes R

2. BPJS Kesehatan

3. Asosiasi Tenaga / Profesi
bidang Kesehatan

4. Asosiasi Rumah Sakit
Pemerintah dan Swasta

5. Apoteker dan pengelola Farmasi
6. Penyedia dan Pelaku Usaha
Makanan Bergizi

7. Aplikator dan Pelaku usaha
dibidang Manajemen Kesehatan
8. PD Terkait

BTM. 06.2
Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Serta Masalah
Kesehatan

1. Kemenkes RI

2. Asosiasi Tenaga / Profesi
bidang Kesehatan

3.Laboratorium kesehatan/
Peneliti potensi sumber penyakit
4. Palang Merah Indonesia dan
Lembaga2 Pendukung Kesehatan
5. Aplikator dan Pelaku usaha
dibidang Kesehatan

6. Lembaga Masyarakat, LSM dan
Juru Kampanye Kesehatan

7. PD Terkait

STAKEHOLDERS PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KOTA BATAM LEVEL 1

BTM. 06.3
Pemberdayaan Masyarakat
Berperilaku Hidup Bersih dan
Sehat

1. Kemenkes R

2. Asosiasi Tenaga / Profesi
bidang Kesehatan

3. Lembaga Swadaya Masyarakat,
LSM dan Juru Kampanye
Kesehatan

4. Penyelenggara Pendidikan
Umum dan Kesehatan.

9. Aplikator dan Pelaku usaha
dibidang Manajemen Kesehatan
6. PD Terkait
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PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS KESEHATAN

BTM. 06.4

Peningkatan Pembinaan dan Kualitas Kesehatan
Masyarakat

1. Kemenkes R

2. Asosiasi Tenaga / Profesi bidang Kesehatan
3.Puskesmas, Poliklinik dan Posyandu

4. BPJS Kesehatan dan penyelenggara asuransi
kesehatan lainnya

9. Penyelenggara Pelatihan, Sertifikasi Kompetensi dan
Standar Mutu Kesehatan

6. Aplikator dan Pelaku usaha dibidang peningkatan
mutu pelayanan Kesehatan masyarakat

6. Lembaga Masyarakat, LSM dan Juru Kampanye
Kesehatan

7. PD Terkait

STAKEHOLDERS PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KOTA BATAM LEVEL 1

BTM. 06.5

Standardisasi dan Akreditasi

1. Kemenkes RI

2. Asosiasi Tenaga / Profesi bidang Kesehatan

3. Penyelenggara Pelatihan, Sertifikasi Kompetensi dan
Standar Mutu Kesehatan

4. Badan PenyelenggaraStandarisasi dan akreditasi
Kesehatan

9. Aplikator dan Pelaku usaha dibidang Standarisasi
dan AKreditasi Kesehatan.

6. Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan
Pendidikan Kesehatan

7. PD Terkait



BTN, 07

PEMERATAAN AN PENINGRATAN KUALIAS PEIBANGUNAN INERASTRUKTUR

BTM. 07.1

Peningkatan Infrastruktur Jalan
dan Jembatan

1. Kementerian PUPR

2. Satker PUPR

3. Dinas PUPR Provinsi Kepri

4. Asosiasi Penyelenggara
Konstruksi sejenisnya

5. Kecamatan dan Kelurahan

6. Penyedia jasa dan Pelaku
Usaha bidang Jalan dan Jembatan
7. Aplikator dan Pokja ULP bidang
Infrastruktur

8. Badan pengawas Mutu
Bangunan Jalan dan Jembatan

8. PD Terkait

BTM. 07.2

Peningkatan Infrastruktur
Dasar

1. Kementerian PUPR

2. Satker PUPR

3. Dinas PUPR Provinsi Kepri

4. Asosiasi Penyelenggara Konstruksi
sejenisnya bidang Infrastruktur dasar
5. Kecamatan dan Kelurahan

6. Penyedia jasa dan Pelaku Usaha
bidang Infrastruktur dasar

7. Aplikator dan Pokja ULP bidang
Infrastruktur Dasar

8. Badan pengawas Mutu Bangunan
Jalan dan Jembatan

8. PD Terkait

STAKEHOLDERS PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KOTA BATAM LEVEL 1

BTM. 07.3

Peningkatan Infrastruktur Taman Kota

1. Kementerian PUPR

2. Dinas Pertamanan Provinsi Kepri
3. Asosiasi Penyelenggara Konstruksi
sejenisnya bidang Taman Kota

4. Kecamatan dan Kelurahan

5. Asosiasi Penyedia Jasa Pertamanan
bidang Infrastruktur Taman Kota

6. Aplikator dan Pokja ULP bidang
Infrastruktur Taman Kota

7. Forum TSP Kota Batam

8. PD Terkait



BTN, 07

PEMERATAAN AN PENINGRATAN KUALIAS PEIBANGUNAN INERASTRUKTUR

STAKEHOLDERS PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KOTA BATAM LEVEL 1

BTM. 07.4
Peningkatan
Infrastruktur
Perumahan

1. Kementerian PUPR

2. Satker PUPR

3. Dinas PUPR Prov Kepri
4. Asosiasi Penyelenggara
Konstruksi bidang
Perumahan

5. REI dan Developer
Perumahan

6. Kecamatan dan
Kelurahan

7. Pengelola Rusunawa
dan Rusunami

8. Aplikator dan Pokja
ULP bidang Infrastruktur
Perumahan

8. PD Terkait

BTM. 07.5
Peningkatan
Infrastruktur Jaringan
Drainase

1. Kementerian PUPR

2. Satker PUPR

3. Dinas PUPR Prov Kepri

4. Asosiasi Penyelenggara
Konstruksi bidang Jaringan
Drainase

9. REI dan Developer
Perumahan/Jasa/ Kawasan
Industri/Perdagangan

6. Kecamatan dan Kelurahan
7. Pengelola Waduk dan
Irigasi

8. Aplikator dan Pokja ULP
bidang Infrastruktur
Jaringan Drainase

8. PD Terkait

BTM. 07.6
Peningkatan Infrastruktur
Tata Ruang dan Tata

Bangunan (TRTB)

1. Kementerian ATR/ BPN

2. BKTRN

3. Bappelitbang dan CKTR
Provinsi Kepri

4. Asosiasi Penyelenggara
Konstruksi bidang TRTB

5. KADIN, APINDO, REI dan
Developer Perumahan/Jasa/
Kawasan
Industri/Perdagangan

6. Kecamatan dan Kelurahan
7. Pengelola Hutan Lindung
dan Kawasan Konservasi

8. Aplikator Arsitektur Tata
Ruang dan Bangunan

8. PD Terkait

BTM. 07.7
Peningkatan
Infrastruktur Lingkungan
Hidup

1. Kementerian LH dan
Kehutanan

3. Bappelitbang dan DLH
Provinsi Kepri

4. Asosiasi Pemerhati Lingk
Hidup, WALHI dan LSM
Lingkungan

5. KADIN, APINDO, REI dan
Developer Perumahan/Jasa/
Kawasan
Industri/Perdagangan

6. Kecamatan dan Kelurahan
7. Pengelola Hutan Lindung
dan Kawasan Konservasi

8. PPNS Lingkungan
Hidup

9.. PD Terkait



BTN, 08

PERGEPTAN PLEMENTASHBORN PENNGRATANKUALITAS ELATANANPUBLK

BTM. 08.1
Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis
Elektronik

1. Kemen Kominfo, Kemen PAN RB

2. BUMN Telekomunikasi seperti Telkom, Indosat, IM3
sejenisnya

3.Dinas Kominfo Provinsi Kepri

4. Asosiasi Pengelola Jaringan Telekomunikasi

5. Penyelenggara Pelatihan, Sertifikasi Kompetensi dan
Standar Mutu SPBE.

6. Aplikator dan Pelaku usaha dibidang peningkatan
mutu pelayanan SPBE.

7. Perguruan Tinggi Teknik Informatika dan lembaga
pendidikan IT lainnya.

8. Aplikator dan pelaku usaha di bidang TI

9. Media, LSM dan Masyarakat Melek Tl

10. PD Terkait

STAKEHOLDERS PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KOTA BATAM LEVEL 1

BTM. 08.2
Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel

1. Kemen PAN RB, Kemendagri

2. KPK RI, BPK Rl dan BPKP serta KASN

3. Ombudsman R

4. Inspektorat Provinsi Kepri

9. Penyelenggara Pelatihan, Sertifikasi Kompetensi dan
Standar Mutu Akuntabilitas Pemerintah.

6. Aplikator dan Pelaku usaha dibidang peningkatan
mutu pelayanan Akuntabilitas Pemerintah.

7. Lembaga Masyarakat, LSM dan Juru Kampanye
Good Governance.

8. PD Terkait



BTN, 09

PENGUATAN PERTUMBUHAN EKONOMI

BTM. 09.1
Penguatan Potensi

Perekonomian Daerah

STAKEHOLDERS PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KOTA BATAM LEVEL 1

1. Kementerian BUMN,
Perindustrian dan Perdagangan

2. BKPM, Lembaga Keuangan dan
Perbankan

3. Dinas Perdagangan ESDM
Provinsi Kepri

4. Asosiasi KADIN, APINDO,
PHRI, REI, INSA, Pengelola
Kawasan Perdagangan dan Jasa
9. Koperasi dan UKM, Pelaku
Pariwisata, Pokdarwis.

6. Penyedia jasa dan Pelaku
Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan
Besar.

7. BUMD dan Mitra Binaan BUMD
8. PD Terkait

BTM. 09.2
Penguatan Koperasi dan Usaha

Mikro

BTM. 09.3
Peningkatan Peran Lembaga

Perekonomian Berbasis Masyarakat

1. Kementerian KUKM

2. BKPM, Lembaga Keuangan dan
Perbankan

3. DEKOPIN, DEKOPINDA dan
Insan Koperasi

4. Asosiasi UKM, Sentra UKM dan
Pusat Perbelanjaan.

5. Pengelola Kawasan
Perdagangan dan Jasa

5. Koperasi dan UKM

6. Penyedia jasa dan Pelaku
Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan
Besar.

7. BUMD dan Mitra Binaan BUMD
8. PD Terkait

1. Kementerian Desa & PDT

2. BNPP dan Pengelola Perbatasan
3. Pengelola Warung, Outlet Multi
Produk dan Asosiasi Bisnis berbasis
masyarakat.

4. Asosiasi UKM, Sentra UKM dan
Pusat Perbelanjaan.

5. Pengelola Kawasan Perdagangan
dan Jasa

5. UED-SP, penyelenggara KUR,
Home Industri

6. Penyedia jasa dan Pelaku Usaha
Mikro, Kecil, Menengah dan Besar.
7. BUMD dan Mitra Binaan BUMD
8. PD Terkait




BTN, 09

PENGUATAN PERTUMBUHAN EKONOMI

STAKEHOLDERS PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KOTA BATAM LEVEL 1

BTM. 09.4
Peningkatan & Budidaya
Perekonomian Sektor
Perikanan

BTM. 09.5
Peningkatan & Budidaya
Perekonomian Sektor
Peternakan

BTM. 09.6
Peningkatan & Budidaya

Perekonomian Sektor Pertanian

1. Kementerian Kelautan dan
Perikanan

2. BNPP dan Pengelola Perbatasan
3. Dinas Kelautan dan Perikanan
Prov Kepri

4. Asosiasi UKM, Sentra UKM dan
Pusat Perbelanjaan produk
perikanan

5. Pengelola Warung, Outlet Multi
Produk dan Asosiasi Bisnis
berbasis perikanan

6. UED-SP, penyelenggara KUR,
Home Industri bidang perikanan

7. Penyedia jasa dan Pelaku Usaha
Mikro, Kecil, Menengah dan Besar
bidang perikanan

8. PD Terkait

1. Kementerian Pertanian

2. Asosiasi HKTI sejenisnya

3. Dinas Peternakan Prov Kepri

4. Asosiasi UKM, Sentra UKM dan
Pusat Perbelanjaan produk peternakan
5. Pengelola Warung, Outlet Multi
Produk dan Asosiasi Bisnis berbasis
peternakan

6. UED-SP, penyelenggara KUR, Home
Industri bidang peternakan

7. Penyedia jasa dan Pelaku Usaha
Mikro, Kecil, Menengah dan Besar
bidang peternakan

8. Peternak tradisional dan modern

9. Penyuluh, pembimbing, mentor
peternak

10. PD Terkait

1. Kementerian Pertanian

2. Asosiasi HKTI sejenisnya

3. Dinas Pertanian Prov Kepri

4. Asosiasi UKM, Sentra UKM dan Pusat
Perbelanjaan produk pertanian

5. Pengelola Warung, Outlet Multi Produk
dan Asosiasi Bisnis berbasis pertanian

6. UED-SP, penyelenggara KUR, Home
Industri bidang pertanian

7. Penyedia jasa dan Pelaku Usaha Mikro,

Kecil, Menengah dan Besar bidang pertanian

8. Petani tradisional dan modern

9. Distributor hasil pertanian skala kecil,
menengah dan besar

10. Fasilitator Permodalan bidang Pertanian
11. Penyuluh, pembimbing, mentor petani
12. PD Terkait




BTN, 09

BTM. 09.7
Peningkatan Sektor Industri dan
Perdagangan

PENGUATAN PERTUMBUHAN EKONOMI

1. Kementerian Perindustrian, Kemendag
2. KADIN, Himpunan Kawasan Industri,
Asosiasi Pelaku Bisnis kecil, menengah
dan besar

3. Dinas Perindag ESDM Provinsi Kepri
4. Asosiasi UKM, Sentra UKM dan Pusat
Perbelanjaan produk Perindag & ESDM
5. Pengelola Warung, Outlet Multi Produk
dan Asosiasi Bisnis berbasis Perindag &
ESDM.

6. UED-SP, penyelenggara KUR, Home
Industri bidang pertindag ESDM.

7. Penyedia jasa dan Pelaku Usaha Mikro,
Kecil, Menengah dan Besar bidang
perindag ESDM

8. Pedagang eceran, tradisional dan
modern

9. Distributor hasil perindag ESDM skala
kecil, menengah dan besar

10. Fasilitator Permodalan bidang
Perindag ESDM

11. Penyuluh, pembimbing, mentor
perindag ESDM

12. PD Terkait

BTM. 09.8
Peningkatan Ketahanan Pangan

STAKEHOLDERS PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KOTA BATAM LEVEL 1

1. Kementerian Pertanian dan Ketahanan
Pangan

2. HKTI, Asosiasi Pelaku Bisnis kecil,
menengah dan besar hasil pertanian dan
Ketahanan Pangan

3. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Kepri

4. Bulog, Koperasi Petani dan Petani

9. Pengelola Waduk dan Irigasi untuk
pertanian

6. Distributor hasil-hasil pertanian dan
produk pangan

7. Penyedia jasa dan Pelaku Usaha Mikro,
Kecil, Menengah dan Besar bidang hasil-
hal pertanian dan bahan pangan.

8. Petani, Peternak, Pemilik Kebun, Ternak
dan Tambak Perikanan, Budidaya Pangan.
9. Tim Pengendali Inflasi Daerah

10. Fasilitator Permodalan bidang
Pertanian dan Ketahanan Pangan

11. Penyuluh, pembimbing, mentor
Pertanian dan Ketahanan Pangan

12. PD Terkait

BTM. 09.9
Pengelolaan Ketenagakerjaan

1. Kementerian Ketenagakerjaan, Ditjen
Imigrasi

2. KADIN, Himpunan Kawasan Industri,
Asosiasi Pelaku Bisnis kecil, menengah
dan besar.

3. Dinas Naker Provinsi Kepri

4. Serikat Pekerja, Tripartit dan Bipartit
5. Tim PORA, Imigrasi dan Pengawas TKI
dan TKA

6. BNPTKI, Penyalur Tenaga Kerja

7. Penyelenggaran Diklat, Kompetensi,
sertifikasi keahlian bagi Tenaga Kerja
8. Tim Fasilitasi Perselisihan Buruh

9. Tim Pengupahan

10. Pengadilan Sengketa Hubungan
Industrial

11. Penyuluh, pembimbing, mentor tenaga
kerja siap pakai

12. Pengelola Rusun Sewa Pekerja, Bis
Pekerja dan Koperasi Pekerja.

13.BPJS Ketenagakerjaan

12. PD Terkait
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Peningkatan Pelmdungan Ssial, Pemberdaaan Perempuankhnak,
Repemuta, Olabraga, Gan KB

BTM. 10.1 BTM. 10.2

Pemenuhan dan Perlindungan Hak Perempuan
dan Anak

Pengelolaan Penanganan Masalah
Kesejahteraan Sosial

______

1. Kemen Sosial

2. BUMN Telekomunikasi seperti Telkom, Indosat, IM3
sejenisnya

3.Dinas Kominfo Provinsi Kepri

4. Asosiasi Pengelola Jaringan Telekomunikasi

9. Penyelenggara Pelatihan, Sertifikasi Kompetensi dan
S

1. Kemen Pemberdayaan Perempuan

1 2. Asosiasi Tenaga / Profesi bidang Kesehatan

. 3. Penyelenggara Pelatihan, Sertifikasi Kompetensi dan
+ Standar Mutu Kesehatan

E 4. Badan PenyelenggaraStandarisasi dan akreditasi

! Kesehatan

E 5. Aplikator dan Pelaku usaha dibidang Standarisasi

tandar Mutu SPBE.
dan AKreditasi Kesehatan.
mutu pelayanan SPBE. 6. Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan

7. Perguruan Tinggi Teknik Informatika dan lembaga
pendidikan IT lainnya.

8. Aplikator dan pelaku usaha di bidang TI

9. Media, LSM dan Masyarakat Melek Tl

10. PD Terkait

Pendidikan Kesehatan
7. PD Terkait

i 6. Aplikator dan Pelaku usaha dibidang peningkatan
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Peningkatan Pelmdungan Ssial, Pemberdaaan Perempuankhnak,
Repemuta, Olabraga, Gan KB

BTM. 10.3

Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga

P = ——

1. Kementerian Pemuda dan Olahraga RI

2. BUMN Telekomunikasi seperti Telkom, Indosat, IM3
! sejenisnya

. 3.Dinas Kominfo Provinsi Kepri

i 4. Asosiasi Pengelola Jaringan Telekomunikasi

1 5. Penyelenggara Pelatihan, Sertifikasi Kompetensi dan
. Standar Mutu SPBE.

E 6. Aplikator dan Pelaku usaha dibidang peningkatan

' mutu pelayanan SPBE.

| 7. Perguruan Tinggi Teknik Informatika dan lembaga

. pendidikan IT lainnya.
E 8. Aplikator dan pelaku usaha di bidang Tl
' 9. Media, LSM dan Masyarakat Melek TI
i 10. PD Terkait

BTM. 10.4

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam

Menjalankan Program Keluarga Berencana

P -

i 1. Kemen Pemberdayaan Perempuan dan
 Perlindungan ANak

' 2. BKKBN

. 3.Dinas Kominfo Provinsi Kepri

i 4. Asosiasi Pengelola Jaringan Telekomunikasi

E 9. Penyelenggara Pelatihan, Sertifikasi Kompetensi dan
i Standar Mutu SPBE.

1 6. Aplikator dan Pelaku usaha dibidang peningkatan

\ mutu pelayanan SPBE.

' 7. Perguruan Tinggi Teknik Informatika dan lembaga

. pendidikan IT lainnya.
8. Aplikator dan pelaku usaha di bidang TI
' 9. Media, LSM dan Masyarakat Melek Tl
. 10. PD Terkait




PEMERINTAH KOTA BATAM
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BTN, 11

BTM. 11.1 BTM. 11.2

BTM. 11.3 BTM. 11.4

Pengelolaan Persandian dan Statistik Pembinaan dan Fasilitasi Hukum dan
Perundang-undangan

BTM. 11.5 BTM. 11.6

Fasilitasi dan Peningkatan Kerjasama Fasilitasi dan Peningkatan Kerjasama
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Kewirausahaan

PELAYANAN  INFORMASI, KOMUNIKASI, HUKUM DAN KERJASAMA
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BTM, 12

BTM. 12.1

Peningkatan Kualitas Aparatur

BTM. 12.2

Pembinaan dan Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama

BTM. 12.3

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Politik

Pembinaan Aparatur, Keagamaan,
Wawasan Kebangsaan dan Politik
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Perbinaan Trantibum dan Peningkatan Kualta

Akses Perpustakaan serta Kearsipan

STAKEHOLDERS PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KOTA BATAM LEVEL 1

BTM. 13.1

Penegakan Perda dan Produk Hukum Lokal
Lainnya

BTM. 13.2

Peningkatan Perlindungan Masyarakat dan

Pelayanan Trantibum

BTM. 13.3

Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Dalam
Perwujudan Trantibum

BTM. 13.4

Pembinaan dan Fasilitasi Perpustakaan Daerah
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